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ABSTRACT

This research was aimed to examine empirically the effect of several
factors to audit quality. These factors are Mandatory Audit Firm Rotation,
Voluntary Audit Firm Rotation, To Audit Quality With Institutional Ownership As
A Moderating Variable. The population that will be used in this research are
company listed in Indonesia Stock Exchange. This study uses sampel of 60 non
financial company listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2012-
2014. In this study, audit quality is measured by the level of discrecionery accrual
that estimated by Kothari model (2005). The Method used was Purposive
Sampling due to availability of data. Collecting data was conducted from
Indonesia Stock Exchange.The method of data analysis in this study is use
multiple liniear regression with SPPS version 20. The results of this study prove
that mandatory and voluntary audit firm rotation is not proven to have an impact
on audit quality. Institutional ownership not proven to moderate the relationship
between mandatory and voluntary Audit Firm Rotation againts Audit Quality, but
institutional ownersship proven to have impact on relationship between voluntary
audit firmrotation and audit quality. The Amount of Adjusted R is 0.024 gives the
sense that the rate is 2.4 % of level audit quality can be explained by independent
variables while 97.6% can be explained by the other independent variabels that
are not tested in this study.
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PENDAHULUAN dan ekonomi  mengenai  suatu
perusahaan merupakan

Dalam perkembangan ekonomi kebutuhanutama dari setiap
saat ini, komunikasi data keuangan pemangku kepentingan yang hendak

JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017 926


mailto:suciamelia819@gmail.com

melakukan pengambilan keputusan
atas suatu perusahaan. Perusahaan
perorangan maupun berbagai
perusahaan berbentuk badan hukum
yang lain, tidak dapat menghindarkan
diri dari penarikan dana dari pihak
luar, yang tidak selalu dalam bentuk
penyertaan modal dari investor, tetapi
berupa penarikan pinjaman dari
kreditur. Terdapat dua kepentingan
yang berlawanan dalam keberadaan
data keuangan dan ekonomi tersebut,
pihak manajemen perusahaan ingin
menyampaikan informasi mengenai
pertanggungjawaban pengelolaan
dana yang berasal dari pihak luar,
sedangkan  pihak  luar  ingin
memperoleh informasi yang andal
dari manajemen perusahaan mengenai
pertanggungjawaban  dana  yang
mereka investasikan. Dua
kepentingan berlawanan inilah yang
menimbulkan berkembangnya profesi
akuntan.

Fungsi pokok akuntan publik
adalah melakukan pemeriksaan umum
atas laporan keuangan perusahaan dan
memberikan opini atas kewajaran
laporan keuangan setelah melakukan
prosedur audit (Agoes, 2012:36).
Seorang akuntan publik memiliki
peran strategis untuk menjaga kualitas
laporan keuangan dan bertanggung
jawab  meningkatkan  keandalan
laporan keuangan, sehingga akuntan
publik harus menjamin kredibilitas
informasi  dari laporan keuangan
tersebut.

Menurut Kode Etik Profesi
Akuntan Publik(2008: Seksi 290.1)
mengharuskan jaringan KAP bersikap
independen terhadap Klien
sehubungan dengan kapasitas mereka
untuk melindungi kepentingan publik.
Independensi  dari akuntan dapat
terancam ketika akuntan publik
memiliki masa perikatan yang cukup
panjang untuk mengaudit suatu

perusahaan yang sama, sehingga
muncul kedekatan antara akuntan
publik dengan kliennya. Akuntan
publik menjadi tidak berintegritas,

objektif ~ serta  kredibel  dalam
menjalankan proses auditnya,
sehingga akuntan publik tidak

independen. Sorotan tajam hal ini
ditujukan pada KAP peringkat dunia,
yang dikenal dengan sebutan “the big
five”  Arthur  Anderson karena
pelanggaran etika dan pelanggaran
tindak pidana berupa pemusnahan
dokumen  kertas  kerja  dalam
kaitannya  dengan  audit  yang
dilakukannya pada Enron.

Untuk mencegah agar kasus-kasus
tersebut tidak terulang, di Amerika
muncul Sarbanes Oxley Act (SOX)
pada ahun 2002 (Sumarwoto, 2006)
di mana dalam peraturan tersebut,
dijelaskan bahwa Akuntan Publik
tidak dapat memberikan jasa audit
kepada klien yang sama lebih dari
lima tahun berturut-turut. Peraturan
tersebut  bertujuan  agar ada
pembatasan waktu atas jasa audit
yang dapat diberikan oleh Akuntan
Publik kepada suatu perusahaan. Hal
ini untuk mencegah hubungan yang
terlalu dekat antara Akuntan Publik
dan manajemen perusaaan yang akan
merusak  independensi  akuntan
publik. Di Indonesia, mulaiditerapkan
juga regulasi rotasi audit pada tahun
2002. Kementerian Keuangan
Republik Indonesia mengeluarkan
kebijakan rotasi audit KMK Nomor
423/[KMK.06/2002 tentang Jasa
Akuntan Publik yang mengatur
bahwa rotasi seorang Akuntan Publik
harus dilakukan setiap 3 tahun dan
rotasi KAP setiap 5 tahun. Peraturan
ini di revisi dengan dikeluarkannya
KMK  359/KMK.06/2003 tentang
perubahan atas Keputusan Menteri
KMK No. 423/KMK.06/2002 dan
kemudian disempurnakan pada tahun
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2008 melalui Peraturan Menteri
Keuangan No. 17/PMK.01/2008
dimana rotasi seorang Akuntan Publik
tetap 3 tahun dan rotasi Kantor
Akuntan Publik menjadi 6 tahun.

Dengan adanya peraturan ini,
perusahaan-perusahaan di Indonesia
wajib merotasi akuntan publiknya jika
sudah  mencapai batas  waktu
penggunaan jasa akuntan publik yang
telah ditentukan atau dapat disebut
juga perusahaan melakukan
mandatory auditor change.

Rotasi KAP secara mandatory
merupakan  rotasi  wajib  yang
dilakukan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan
No.17/PMK.01/2008, yang
menyatakan bahwasanya rotasi KAP
harus  dilakukan  setelah  masa
perikatan selama 6 tahun. Rotasi
wajib dilakukan untuk mencegah
adanya hubungan istimewa yang
terjadi antara KAP terhadap suatu
entitas. Rotasi wajib ini diharapkan
mampu meningkatkan kualitas audit
yang dihasilkan, karena masa
perikatan audit yang terlalu lama
dapat mengganggu hubungan
independensi yang terjadi antara
auditor dan entitas sehingga akan
menurunkan kualitas dari laporan
keuangan yang dihasilkan.

Selain pergantian auditor karena
adanya peraturan yang mengatur
keharusan menghentikan jasa auditor
untuk  batas  waktu tertentu
(mandatory auditor change),
perusahaan juga bisa menghentikan
masa pemakaian jasa auditor sebelum
batas masa penugasan  audit.
Pergantian ini dikenal dengan istilah
voluntary auditor change. Rotasi
KAP secara voluntary merupakan
rotasi sukarela yang dilakukan oleh
perusahaan atas dasar kehendak
manajamen di mana rotasi dilakukan
tidak berdasarkan pada peraturan

yang berlaku. Menurut Sumarwoto
(2006) perusahaan melakukan rotasi
auditor Voluntary karena KAP yang
terdahulu berindak konservatif dan
tidak sejalan dengan kepentingan
manajemen perusahaan karena itu
perusahaan ingin mencari KAP yang
dapat memenuhi kepentingannya.
Rotasi KAP vyang dilakukan
secara mandatory ataupun voluntary
oleh pihak yang berkepentingan dapat
mempengaruhi kualitas audit yang
dihasilkan. Kualitas audit dalam hal
ini dikaitkan dengan kualitas laba

yang  diukur  melalui akrual
diskresioner. Krishnan (2003)
berpendapat bahwa menguji

bagaimana kondisi kualitas audit
dengan discretionary accrual adalah
menarik karena discretionary accrual
lebih subyektif dan merefleksikan
tingginya tingkat keputusan manajer.
Oleh karena itu perusahaan dengan
discretionary accrual yang tinggi
lebih sulit diaudit dibandingkan
dengan perusahaan dengan jumlah
discretionary accrual yang rendah.

Selain itu, perlu dilihat juga
pengaruh antara kepemilikan
institusional  sebagai salah satu
mekanisme Corporate Governance
terhadap pemilihan auditor dalam
rotasi auditor perusahaan, karena
dengan adanya kepemilikan
institusional  dapat meningkatkan
kualitas laba yang dihasilkan (Velury
et al, 2006).

Berdasarkan uraian dan latar
belakan masalah diatas, masalah yang
ingin diteliti adalah : 1) Apakah rotasi
KAP mandatory berpengaruh
terhadap kualitas Audit? 2) Apakah
rotasi KAP voluntary berpengaruh
terhadap kualitas audit? 3) Apakah
kepemilikan institusional
mempengaruhi hubungan antara rotasi
KAP madatory dengan kualitas audit
?4) Apakah kepemilikan institusional
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mempengaruhi hubungan antara rotasi
KAP voluntary dengan kualitas audit ?

Sesuai dengan perumusan
masalah diatas, tujuan yang ingin
dicapai dari penelitiab cn ini adalah :
1) Untuk menguji pengaruh rotasi
KAP mandatory terhadap kualitas
audit 2) Untuk menguji pengaruh
rotasi. KAP voluntary terhadap
kualitas audit 3) Untuk menguji
pengaruh  moderasi  kepemilikan
institusional ~ terhadap  hubungan
antara rotasi KAP madatory dan
kualitas audit 4) Untuk menguji
pengaruh kepemilikan institusional
terhadap hubungan atara rotasi KAP
voluntary dan kualitas audit

TINJAUAN PUSTAKA
Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh
yang menurut KBBI (Kamus Besar
Bahasa Indonesia), patuh berarti suka
menurut  perintah, taat kepada
perintah atau aturan dan berdisiplin.
Kepatuhan Dberarti bersifat patuh,
ketaatan,  tunduk, patuh  pada
peraturan.

Tuntutan akan kepatuhan dalam
memenuhi peraturan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.01/2008 tentang jasa
Akuntan Publik yang merupakan
penyempurnaan  atas  Keputusan
Menteri Keuangan Nomor
423/KMK.06/2002 dan  Nomor
359/KMK.06/2003.  Peraturan ini
mewajibkan rotasi auditor partner
setiap 3 (tiga) tahun dan rotasi KAP
setiap 6 (enam) tahun.

Definisi Audit

Arens et.al (2013:7) memberikan
definisi  audit  sebagai  proses
pengumpulan dan pengevaluasian
bukti mengenai suatu informasi
untuk menentukan dan melaporkan
tingkat kesesuaian antara informasi

tersebut dengan kriteria yang telah
ditentukan. Audit harus dilakukan
oleh pihak yang kompeten dan
independen.

Agoes (2012:2) menjelaskan
bahwa audit adalah suatu
pemeriksaanyang dilakukan secara
kritis dan sistematis, oleh pihak
yangindependen, terhadap laporan
keuangan yang telah disusun oleh
manajemen, beserta catatan-catatan
pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk
dapat memberikan pendapat
mengenai keawajaran laporan
keuangan tersebut.

Tujuan Audit
Menurut Standar Audit (SA 200,
2014) tujuan suatu audit adalah untuk

meningkatkan ~ tingkat  keyakinan
pengguna laporan keuangan yang
dituju. Hal ini dicapai melalui

pernyataan opini oleh auditor mengenai
laporan keuangan yang disusun apakah
sudah  sesuai dengan  kerangka
pelaporan keuanganyang berlaku.

Standar Audit

Standar audit adalah seperangkat
kaidah yang wajib dipatuhi auditor
dalam melaksanakan tanggung jawab
serta kewajiban secara profesional.
Standar Auditing yang berlaku di
Indonesia ditetapkan dan disahkan
oleh IAPI yang terangkum dalam
Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP).

Standar audit yang tercantum
dalam SPAP terbaru berlaku efektif 1
januari 2013 untuk emiten dan efektif
1 januari 2014 untuk non emiten.

Kualitas Audit

De Angelo (1981) mendefinisikan
kualitas audit sebagai kemampuan
auditor dalam mendeteksi salah saji
yang material dalam  laporan
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keuangan yang kemudian dilaporkan
kepada para pengguna laporan
keuangan. De Angelo (1981) melihat
kualitas audit dipengaruhi oleh 2 hal
yaitu kemampuan auditor dalam
memeriksa dan mengidentifikasi
adanya kejangalan atau kesalahan
dan objektivitas dalam melakukan
audit.

Jackson et al.(2008) memandang
kualitas audit dari kualitas akutal dan
persepsi kualitas (perceived quality).
Kualitas aktual menunjukkan
kemampuan auditor dalam
mengurangi resiko adanya salah saji
yang material pada laporan keuangan
sedangkan persepsi kualitas
menunjukkan persepsi para pengguna
laporan keuangan atas kompetensi
auditor dalam mengurangi resiko
tersebut.

Ukuran Kualitas Audit

Proksi yang digunakan adalah
kualitas laba karena kualitas audit
seringkali dikaitkan dengan kualitas
laba yang dilaporkan dalam laporan
keuangan. Pada dasarnya, audit yang
dilakukan oleh auditor eksternal
bertujuan untuk menentukan apakah
angka-angka yang ada di dalam
laporan keuangan sudah disajikan
secara wajar dan sudah mencerminkan
keadaan yang sesungguhnya hasil
operasi perusahaan serta kondisi
keuangan perusahaan bersangkutan.
Olenh Karena itu, kualitas laba
digunakan sebagai proksi dari kualitas
audit. Myers et al (2003) berpendapat
bahwa ukuran akuntansi akrual adalah
descriptor yang masuk akal untuk
kualitas audit.

Pengukuran Kualitas Audit dengan
menggunakan Akrual Diskresioner

ukuran untuk memperoleh informasi
manipulasi laba yang dilakukan oleh
manajemen.  Akrual diskresioner
diukur dari menentukan total akrual
sebagai model ekspektasi dari
komponen non diskresioner. Akrual
diskresioner dapat dilakukan dengan
cara menerapkan kebijakan akrual
dalam pencatatan akuntansi laporan
keuangan perusahaan.

Jackson et al (2008) menyatakan
bahwa tingkat akrual diskresioner
dapat digunakan untuk mengukur
kualitas audit. Hasil dari penelitian
ini adalah perusahaan dengan tingkat
akrual diskresioner yang tinggi
memiliki kemungkinan untuk tidak
sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum (GAAP).

Rotasi KAP

Perusahaan melakukan pergantian
auditor dengan alasan  karena
diharuskan oleh peraturan yang
mengatur masa penugasan auditor
pada suatu perusahaan sehingga
memaksa perusahaan untuk

melakukan pergantian auditor secara
mandatory. Alasan lainnya adalah
karena auditor bersikap konservatif
sehingga muncul ketidaksepahaman
dengan pihak auditor sehingga
perusahaan mengganti  auditornya
walaupun belum mencapai batas
waktu yang ditetapkan  dalam
peraturan rotasi auditor atau disebut
juga rotasi auditor secara voluntary.

Akuntan Publik

Kompartemen Akuntan Publik
dalam anggaran rumah tangga lkatan
Akuntan Indonesia (2002)
mendefinisikan ~ akuntan  publik
sebagai akuntan yang memiliki izin
dari Menteri Keuangan atau pejabat

Akrual  diskresioner  adalah berwenang lainnya untuk
pengukuran netralitas dari laba. menjalankan praktik akuntan publik.
Akrual diskresioner merupakan suatu Berdasarkan Peraturan
JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017 930



Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17
Tahun 2008 tentang Jasa Akuntan
Publik, yang dimaksud dengan
Akuntan Publik adalah seseorang
yang berhak menyandang gelar atau
sebutan akuntan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan telah memperoleh izin
dari  Menteri  Keuangan  untuk
memberikan jasa sebagaimana diatur
dalam peraturan ini. Sementara yang
dimaksud dengan Kantor Akuntan
Publik (KAP) adalah badan usaha
yang telah mendapatkan izin dari
Menteri Keuangan sebagai wadah
bagi Akuntan Publik  dalam
memberikan jasanya.

Regulasi mengenai Jasa Akuntan
Publik

Menteri Keuangan sebagai pejabat
yang berwenang di Indonesia untuk
mengatur jasa Akuntan Publik, pada
tahun 2002 mengeluarkan Keputusan
Menteri Keuangan (KMK) Nomor
423/KMK.06/2002 tentang Jasa
Akuntan Publik. Kemudian pada
tahun 2003, dikeluarkanlah KMK
Nomor 359/KMK.06/2003 tentang
Jasa Akuntan Publik yang berisi
beberapa perubahan pada peraturan
sebelumnya, yakni KMK Nomor
423/KMK.06/2002. Pada
perkembangan selanjutnya, Menteri
Keuangan kemudian mengeluarkan

PMKNomor 17 Tahun 2008 tentang
Jasa Akuntan Publik untuk
menyempurnakan peraturan
sebelumnya, KMK Nomor
423/KMK.06/2002 dan peraturan
tersebut.

Poin signifikan yang tertera
dalam PMK Nomor 17 Tahun 2008
yakni mengenai pembatasan masa
pemberian jasa oleh Akuntan Publik
dan KAP. Hal ini sesuai dengan yang
tertera pada pasal 3 ayat 1 yang
menyatakan bahwa pemberian jasa

audit umum atas laporan keuangan
suatu entitas oleh KAP tertentu adalah
selama 6 (enam) tahun buku berturut-
turut, serta 3 (tiga) tahun berturut
turut oleh seorang Akuntan Publik.

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan dapat dibagi
menjadi  kepemilikan  manajerial,
institusional, keluarga dan
pemerintah.  Struktur kepemilikan
seperti ini dianggap dapat
mempengaruhi agency problem dan
kegiatan  operasional  perusahaan
sehingga pada akhirnya
mempengaruhi kinerja dari
perusahaan. Hal ini disebabkan oleh
kontrol yang mereka miliki atas
kepemilikannya tersebut.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah
kepemilikan saham perusahaan yang
dimiliki oleh institusi atau lembaga
seperti perusahaan asuransi, bank,
perusahaan investasi dan kepemilikan
institusi lain (Tarjo, 2008).
Kepemilikan institusional memiliki
arti  penting dalam  memonitor
manajemen karena dengan adanya
kepemilikan oleh institusional akan
mendorong peningkatan pengawasan
yang lebih optimal.

Pengaruh Rotasi KAP Mandatory
terhadap Kualitas Audit

Munculnya Peraturan mengenai
Jasa Akuntan Publik dan keharusan
untuk  mengganti KAP  yang
digunakan perusahaan dalam kurun
waktu 6 tahun dan pergantian
Akuntan Publik (AP) dalam waktu 3
tahun diharapkan dapat membantu
meningkatkan  kualitas  pekerjaan
audit. Pembatasan hubungan antara
manajemen dan auditor diharapkan
mampu mengatasi hubungan yang
terlalu dekat di antara mereka
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sehingga independensi auditor dapat
terjaga. Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa Rotasi Auditor baik
KAP maupun AP yang bersifat
memaksa atau Mandatory dapat
meningkatkan kualitas audit.

H1 = Rotasi KAP mandatory
berpengaruh terhadap kualitas audit

Pengaruh Rotasi KAP Voluntary
terhadap Kualitas Audit

Manajemen  perusahaan yang
biasanya mengganti jasa KAP
sebelum waktu yang ditetapkan oleh
peraturan adalah perusahaan yang
mempunyai ketidaksepahaman
dengan auditorrnya terkait dengan
penyesuaian-penyesuaian yang
dilakukan oleh auditor. Dalam hal ini
auditor lebih bersifat konservatif
terhadap Kklien. Dengan merotasi KAP
secara voluntary, perusahaan dapat
mencari KAP yang dapat memenuhi
keinginan manajemen.

H2 = Rotasi KAP voluntary

berpengaruh terhadap Kualitas Audit

Pengaruh Kepemilikan Institusional
terhadap hubungan antara Rotasi
KAP Mandatorydengan Kualitas
Audit
Keberadaan investor institusional
di dalam perusahaan mempengaruhi
perilaku manajemen melalui peningkatan
aktifitas pengawasan yang
dilakukannya. Studi empiris
menyediakan bukti terkait dampak
positif ~ dari  pengawasan yaitu
peningkatan  kualitas laba yang
dihasilkan perusahaan (Velury, 2006).
Kepemilikan Institusional di
dalam perusahaan akan
meningkatkan kualitas laba. Hal ini
karena inverstor institusional mampu
melakukan pengawasan secara aktif
terhadap perusahaan.
H3 = Rotasi KAP mandatory
berpengeruh terhadap kualitas audit

dengan pengaruh kepemilikan
institusional sebagai variabel
pemoderasi

Pengaruh Kepemilikan Institusional
terhadap hubungan antara Rotasi
KAP Voluntary dengan Kualitas
Audit

Menurut ~ Sumarwoto  (2006)
perusahaan melakukan rotasi auditor
Voluntary  karena KAP  yang
terdahulu berindak konservatif dan
tidak sejalan dengan kepentingan
manajemen perusahaan karena itu
perusahaan ingin mencari KAP yang
dapat memenuhi kepentingannya.

Dalam  hal ini, investor
institusional diharapkan dapat
membantu perusahaan dalam

menentukan auditor mana yang harus
dipakai untuk menggantikan auditor
lama. Karena investor institusional
mengharapkan kualitas laba yang
baik dari perusahaan, maka mereka
harus mempertimbangkan pemilihan
auditor agar kualitas audit atas
laporan keuangan tidak menurun.

H4 = Rotasi KAP voluntary
berpengaruh terhadap kualitas audit

dengan pengeruh kepemilikan
institusional sebagai variabel
pemoderasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  merupakan
penelitian asosiatif kausal. Menurut
Sugiyono (2012:57) penelitian
asosiatif kausal adalah penelitian
yang bersifat menanyakan hubungan
antara dua variabel atau lebih.
Penelitian ini  dilakukan dengan
mengakses langsung ke situs Bursa
Efek Indonesia yakni www.idx.co.id,
sedangkan objek penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan non keuangan Yyang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia

JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017

932


http://www.idx.co.id/

periode tahun 20012-2014.Populasi
penelitian ini adalah perusahaan yang
listing di Bursa Efek Indonesia
periode 2012-2014. Sampel dalam
penelitian ini adalah perusahaan non
keuangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada periode tahun
2012-2014. Jumlah observasi dalam
penelitian ini  berjumlah 180 unit
analisis.

Definisi Operasional dan
Pengukuran Variabel

Kualitas Audit

Pengukuran kualitas audit dalam
penelitian ini dilihat dari kualitas
akrual Kklien yang disajikan dalam
laporan keuangan. Terdapat berbagai
model yang ditemukan pada
penelitian yang membahas tentang
akrual dikresioner. Dalam penelitian

ini manajemen laba  diukur
menggunakan model yang
dikembangkan oleh  Kothari et
al.(2005).
DACCit = (TACCit/TAit-1) -
NDACCit
Keterangan:

DACCit=Discretionary
accrualperusahaan i pada tahun t

TACCit = Total akrual
perusahaan i pada tahun t
TAit-1 = Total aset

perusahaan i pada akhir tahun t-1
NDACCIt = Nondiscretionary accrual
perusahaan i pada tahun t

Rotasi KAP secara Mandatory
(MDTR)

Perusahaan  yang  dikatakan
mengadakan rotasi KAP mandatory
adalah perusahaan yang melakukan
pergantian KAP yang digunakannya
untuk audit setelah 6 tahun. Hal ini
sesuai dengan PMK No.17 Tahun
2008 Pasal 3 ayat ldimana masa
perikatan maksimal dari suatu KAP

adalah 6 tahun. Pengukuran variabel
ini menggunakan dummy dimana nilai
1 adalah perusahaan yang melakukan
rotasi KAP mandatory dan 0 jika
lainnya.

Rotasi KAP
(VLTR)

Perusahaan yang melaukan rotasi
Kantor Akuntan Publik sebelum 6
tahun penugasan adalah perusahaan
yang melakukan rotasi KAP secara
voluntary. Perusahaan-perusahaan
yang melakukan rotasi KAP secara
voluntary akan diberi nilai 1 dan
diberi nilai 0 jika lainnya.

secara  Voluntary

Kepemilikan Institusional
Besaran kepemilikan institusional

merupakan  kepemilikan ~ saham
perusahaan oleh industri keuangan
seperti perusahaan asuransi,

perbankan, dana pensiun, perusahaan
investasi, perusahaan pembiayaan
dan sekuritas yang menginvestasikan
dana dalam  jumlah  sekurang
kurangnya 5% dari total saham
perusahaan. Variabel kepemilikan
institusional dinyatakan dalam
variabel dummy dimana nilai 1 untuk
perusahaan  dengan  kepemilikan
institusional > 5%, nilai 0 jika
lainnya.

Metode  Analisis  DataAnalisis
Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini terdapat dua
model penelitian yaitu
modelpengaruh rotasi KAP bersifat
mandatory dan voluntary terhadap
kualitas audit tanpa kepemilikan
instituional sebagai pemoderasi, dan
model  kepemilikan institusional
sebagai variabel pemoderasi.
Pemakaian kedua model ini untuk
menunjukan  apakah  kepemilikan
institusional berpengaruh  serta
memiliki hubungan dalam rotasi KAP
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terhadap kualitas audit.
Model 1 :
Y=a+ B, X, + B,X, +e
Model 2 :
Y= a+p X+ B, X, +BX,Z+BX,Z+e
Dimana :
Y = Kualitas Audit
X1= Rotasi KAP mandatory
X2= Rotasi KAP voluntary
Z = Kepemilikan Institusional
o = Konstanta
B = Koefisien Regresi
e = Standar Eror

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted
R2)

Uji ini dilakukan  untuk
mengetahui seberapa besar variabel
independen  dapat  menjelaskan
pergerakan variabel dependen dalam
persamaan/model yang akan diteliti.

Bila Adjusted R2 = 0, artinya variasi
dari variabel dependen tidak dapat
diterangkan sama sekali oleh variabel
independennya

Uji Parsial (t test)

Uji parsial digunakan untuk
mengetahui pengaruh masing-masing
variabel independen terhadap variabel

dependen.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Tabel 1
Analasis Regresi Linear tanpa
Moderasi
Coefficients®
Model Unstand Stand. T
Coefficients| Coefficients
Sig.
Std. Beta
B Error
(Constant) 01| 0,02 644 0
Rotasi
1KAP -0,1 | 0,05 -0,143 -1,880,062
MDTR
Rotasi
KAP 0,03| 0,03[ 0,085 1,12 | 0,266
VLTR

a. Dependent Variable: Kualitas Audit
Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel dismpulkan : 1)
Variabel MDTR tidak berpengaruh
terhadap variabel QLTY, karena sig
0,062 > 0,05 atau t hitung -1,882 < t
tabel 1,65356 2) Variabel VLTR tidak
berpengaruh terhadap variabel QLTY,
karena sig 0,266 > 0,05 atau t hitung
1,115 < t tabel 1,65356

Tabel 2
Analisis Linear dengan Interaksi
Moderasi terhadap MDTR

Coefficients®

Unstandardize | Standardized
d Coefficients | Coefficients

Model T | Sig
Std.
B Error Beta
(Constant)| 0,13 | 0,018 7271 0
Rotasi
KAP -0 | 0,081 -0,079  [-058]0,562
MDTR
Kepemilik|

1
an

Institusion
al

Interaksi
KPIT*MDJ] -0,1 | 0,097 -0,09 -0,65(0,517
TR

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel tersebut maka
kita dapat melihat bahwa kepemilikan
institusional ~ tidak  berpengaruh
terhadap hubungan antara Rotasi
KAP Mandatory dan Kualitas Audit.
Hal ini dapat dilihat dari sig
0,517>0,05

-0 | 0,025 -0,075  [-097]0,332

Tabel 3
Analisis Linear dengan Interaksi
Moderasi terhadap VLTR

Coefficients®
Model Unstandardize| Standardized | T Sig.
d Coefficients | Coefficients
B Std. Beta

Error

(Constant
1) 0.129] 0.017] 7.543) 0]
Rotasi
KAP
MDTR -0.07]  0.045) -0.117] -1.55| 0.123

Kepemilik
an

Institusio
nal -0.06] 0.027) -0.178] -2.11| 0.036)
Interaksi
KPIT*VL
TR 0.075| 0.034] 0.186] 2.194] 0.03

Sumber : Data Olahan, 2016

JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017

934



Berdasarkan tabel tersebut
maka kita dapat melihat bahwa
kepemilikan intitusioal berpengaruh
terhadap hubungan antara Rotasi
KAP Voluntary dan Kualitas Audit. .
Dimana pada nilai sig nya yang lebih
kecil. Hal ini dapat dilihat dari sig
0,03<0,05

Tabel 4
Analisi Kofisien Determinasi

Mol R |RSouare (Adjusted (St Error of
R Souare. |the Estimate

l F (004t {00 [0 15627531

Sumber: Data Olahan, 2016
Dari hasil diatas menunjukkan
nilai adjusted R adalah 0,024 yang
berarti variabel MDTR, VLTR, dan
KPIT mampu menjelaskan sebesar
2,4% variabel QLTY sedangkan
sisanya 97,6% dipengaruhi oleh
faktor lain.

Tabel 5
Analisis Uji t
Coefficients®
Unstand.Coe Stand._
fficients C_oeff|
Model cients| T | Sig.
B Std. Beta
Error
(Constant) | 0,1 | 0,016 6,441 O
Rotasi
KAP 1-0,1|0,045]-0,141-1,9] 0,06
1 MDTR
Rotasi
KAP 0 [0,025]0,085|1,12| 0,27
VLTR

Sumber : Data Olahan, 201
Dari tabel di atas dilihat
bahwa nilai probabilitas signifikansi t
dari tiap variabel independen dalah
0,062 dan 0,266, keduanya jauh di
atas 0,05. Hasil ini mengindikasikan
bahwa variabel independen tidak

berpengaruh variabel

dependen.

terhadap

Pengaruh Rotasi KAP Mandatory
terhadap Kualitas Audit

Dalam tabel terlihat bahwa variabel
rotasi KAP secara mandatory
memiliki nilai probabilitas sebesar
0,062 (>a5%) dan nilai t hitung -
1,882 < t tabel 1,65356. Angka ini
menunjukan bahwa tidak terdapat
pengaruh antara rotasi KAP secara
mandatory terhadap kualitas audit,
dengan kata lain H1 ditolak.

Hasil ini  sesuai dengan
penelitian  yang dilakukan oleh
Sumarwoto(2006) yaitu tidak
ditemukannya bukti bahwa rotasi
KAP secara mandatory
mempengaruhi kualitas audit.Hal ini
bisa disebabkan karena perusahaan
terpaksa merotasi KAP hanya karna
regulasi yang mengharuskan untuk
melakukan  pergantian  tersebut,
sehingga perusahaan cenderung tidak
memperhatikan kualitas auditor yang
digunakan. Regulasi yang ada tidak
mampu  mempengaruhi  seberapa
dekat  auditor/KAP  berinteraksi
dengan klien (Efraim, 2010).

Hanya auditor yang tahu
persis interaksi yang terjadi dengan
klien, sehingga regulasi itu ada pada
diri auditor sendiri, yaitu sikap
independen  yang  tidak  bisa
dikompromikan.

Pengaruh Rotasi KAP Voluntary
terhadap Kualitas Audit

Dalam tabel terlihat bahwa
variabel rotasi KAP secara voluntary
menunjukan angka yang tidak
signifikan yakni sebesar0,266 (>a5%)
dan nilai t hitung 1,115 < t tabel 1,
65356. Hal ini menegaskan bahwa
secara statistik rotasi KAP voluntary
tidak berpengaruh terhadap kualitas
audit. Perbedaan ini mungkin terjadi
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dikarenakan oleh perbedaan masa
pengamatan sampel penelitian
terdahulu serta acuan peraturan yang
dilakukan dengan Sumarwoto (2006).
Dalam Sumarwoto (2006), regulasi
yang digunakan adalah KMK
359/KMK.06/2003 dimana masa
penugasan KAP dibatasi 5 tahun,
sedangkan regulasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah PMK
Nomor 17/2008 dimana masa
penugasan KAP dibatasi 6 tahun.

Dalam  periode  pengamatan,
ditemukan bahwa banyak perusahaan
di Indonesia mengganti KAP-nya
secara voluntary tetapi tidak diketahui
secara jelas apakah motif dari
pergantian KAP tersebut. Perusahaan-
perusahaan yang mengganti KAP
sebelum batas waktu masa penugasan
tidak hanya karena auditor bersikap
konservatif sehingga tidak sejalan
dengan  manajemen  perusahaan,
namun bisa juga disebabkan karena
perusahaan kurang puas dengan
kualitas auditor sebelumnya. Hal ini
yang menyebabkan bahwa hubungan
rotasi KAP secara Voluntary dan
kualitas audit tidak terbukti dalam
penelitian ini.

Pengaruh Kepemilikan
Institusional terhadap hubungan
antara Rotasi KAP Mandatory
dengan Kualitas Audit

Dalam tabel dapat dilihat bahwa

variabel kepemilikan institusional
memiliki nilai sig 0,517 (>0,05).
Dengan ini disimpulkan

bahwakepemilikan institusional tidak
dapat mempengaruhi hubungan antara

rotasi KAP mandatory dengan
kualitas audit.
Hal ini bisa terjadi

karenainvestor institusional dianggap
tidak terlalu peduli pada auditor yang
dipilih perusahaan yang mengganti
KAP sesuai masa perikatan maksimal

yang diatur undang-undang (rotasi
KAP mandatory).

Pengaruh Kepemilikan
Institusional terhadap hubungan
antara Rotasi KAP Voluntary
dengan Kualitas Audit

Dalam tabel dapat dilihat bahwa
variabel kepemilikan institusional
memiliki nilai sig 0,03 (<0,05). Hal
ini menunjukkan bahwa kepemilikan
institusional dapat mempengaruhi
hubungan  antara  rotasi KAP
voluntary dan kualitas audit.

Jika kepemilikan institusional di
dalam perusahaan jumlahnya > 5%,
maka  kepemilikan institusional
tersebut memiliki  hak kendali,
sehingga dapat mencegah tindak
manajemen laba yang dilakukan oleh
pihak manajemen. Hal ini menandakan
bahwa dengan  memperhitungkan
keberadaan kepemilikan
institusional di dalam perusahaan,
maka rotasi KAP voluntary yang
dilakukan manajemen akan
mengundang  perhatian  pemilik
saham untuk memilihkan auditor
karena dikhawatirkandapat
mempengaruhi kualitas laba.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk
menguji  pengaruh  rotasi KAP
mandatory dan voluntary terhadap
kualitas audit dengan kepemilikan
institusional sebagai pemoderasi pada
perusahaan yang terdaftar di BEI
periode 2012-2014. Analisis
penelitian ini menggunakan regresi
linear berganda dengan bantuan
aplikasi SPSS versi 20. Berdasarkan
hasil uji regresi linear berganda yang
telah dilakukan dan dijelaskan pada
bab IV, maka dapat ditarik
kesimpulan : 1) Variabel rotasi KAP
mandatory tidak berpengaruh
terhadap kualitas audit. Hal ini
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disebabkan karena perusahaan
terpaksa merotasi KAP hanya karna
regulasi yang mengharuskan untuk
melakukan  pergantian  tersebut,
sehingga perusahaan cenderung tidak
memperhatikan kualitas auditor yang
digunakan. Selama apapun regulasi
yang mengatur mengenai rotasi wajib,
jika perusahaan tidak menemukan
KAP yang tepat maka hal ini juga
tidak akan berepengaruh terhadap
kualitas audit, karena KAP hanya
fokus pada regulasinya bukan pada
kualitas auditornya. 2) Variabel rotasi
KAP voluntary tidak berpengaruh
terhadap kualitas audit. Hal ini
disebabkan karena motif manajemen
untuk melakukan rotasi KAP tidak
hanya untuk mendapatkan opini yang
lebih  baik ataupun keleluasaan
melakukan manajemen laba
melainkan bisa disebabkan karena
perusahaan merasa kurang puas
dengan kualitas yang dihasilkan oleh
auditor  sebelumnya.3)  Variabel
kepemilikan institusional  tidak
terbukti dapat mempengaruhi
hubungan  antara  rotasi KAP
mandatory dan kualitas audit. Hal ini
bisa terjadi karenainvestor
institusional dianggap tidak terlalu
peduli pada auditor yang dipilih
perusahaan yang mengganti KAP
sesuai masa perikatan maksimal yang
diatur undang-undang (rotasi KAP
mandatory).4) Variabel kepemilikan
instutusional berpengaruh terhadap
hubungan  antara  rotasi KAP
voluntary dan kualitas audit. Hal ini
disebabkan karena perusahaan yang
mempunyai kepemilikan institusional
yang relatif besar, memiliki hak
kendali dalam perusahaan.

Keterbatasan Penelitan
Adapunketerbatasanpenelitia

niniadalah :1) Kualitas audit sangat

sulit untuk diukur, penelitian ini

menggunakan kualitas laba sebagai
proksi dari kualitas audit yang
banyak digunakan dalam berbagai
penelitian. Kelemahan dari proksi ini
tidak sepenuhnya mencerminkan
kualitas audit dari suatu KAP. Hal ini
dikarenakan kualitas audit yang
dilihat dari akrual diskresioner adalah
kualitas audit dari sisi netralitas saja,
sedangkan masih banyak sisi yang
tidak diteliti seperti sisi relevansi dan
prediktibilitas.2) Model diskresioner
akrual yang dipakai hanya model
Kothari saja, tidak untuk model
lainnya  sehingga  tidak  ada
pembanding untuk estimasi akrual
diskresioner.

Saran

Adapun saran
untukpenelitiselanjutnyaadalah : 1)
Penelitian selanjutnya dapat
menggunakan jangka waktu

pengamatan yang lebih panjang. 2)
Penelitian selanjutnya menambahkan
variabel pengendali terhadap kualitas
audit seperti keadaan rugi perusahaan,
efektivitas komite audit, ukuran
perusahaan dan lain sebagainya,
mengingat variabel bebas hanya
mampu menjelaskan 2,4% variabel
terikat sedangkan sisanya dipengaruhi
oleh faktor lain.
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